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MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Walikota Salatiga

Jakarta, 26 April 2017 - Mahkamah Konsiitusi(MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Ke ala Daerah
(PHP Kada) Koia Salatiga dengan nomor perkara 301PHP. KOT-XW2017 yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor,
Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit pada rabu (2614) puku1 13 30 WIB di Ruang SIdang PIeno MK. A enda
persidangan hariini adalah Pengucapan Putusan.

Pada sidang perdana Jumat (1713), pemohon mendalilkan KPU Koia Salaliga meinbuka koiak suara secara sepihak
dan lidak sesuai keientuan perundang-undangan di dua kecamatan. yaiiu Kecamalan Tingkir dan Kecamaian
Argomulyo. Kedua perlstiwa pembukaan koiak suara tersebut tenadi seielah seiesainya rekapiiulasi penghitun an
suara tingkat kecamatan pada tangga116 Februari 2017. Pemohon juga me maparkan, telah teradi elan aran an
dilakukan Dieh Termohon. Pemohon menilaiiindakan Termohon tersebut telah melanggar asas u'ur. adjl dan
profesional dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghiiungan suara pada Pilkada Koia Salatiga

Pada sidang kedua. Tabu (2213) KPU KOIa Salatiga meinbantah semua daiil yang diungkapkan Pasangan Calcn
Wallkota dan Waki! Wallkota Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palii Banlahan ini disampaikan M. Fajar Subhi AK Arif
daiam sidang jawaban termohon dan PIhak jerkaii.

KPU Koia Salaliga menjelaskan lidak ada laporan mengenai pelanggaran inaupun kecurangan yang masuk ke
Panwaslih dan disampaikan kepada termohon. Ieruiama mengenai13 TPS di Kecamaian Tingkir Menurui Subhi, dalil
yang diungkapkan pemohon lidak beralasan "Jikapun ada kesalahan hitung d 13 TPS Kecamatan Tingkir.
permohonan pemoh. n yang meminta pemungutan suara ulang se-Kecamalan Tingkir lidak beralasan, " ujarnya
menegaskan lidak adanya dalil TSM

Haltersebui diperkuat dengan pemyataan Zainuddin Paru yang mewakili Pasangan Calon Yulianto dan Muh. Harris
Menurut Zainuddin, permohonan pemohon kabur dan lidak leias karena lidak mengemukakan tempat waklu dan
pelaku yang meIakukan pelanggaran dan kecurangan seperti yang didalllkan pemohon. Selain Itu. pemohon lidak
mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar menuruipemohon

Seianjutnya sidang ketiga yang digelar rabu (1214) Pemohon menghadirkan Urnbu Ranla sebagai Ahli yang
menjelaskan mengenai pembukaan koiak suara. Dalam keterangannya. Ranta menyebut pembukaan koiak suara
merupakan pelanggaran. to menjelaskan PPK wajib medaga keutuhan kotak suara. Menurutnya, jika ada pembukaan
koiak suara. in aka haltersebut sudah melanggar Pasallt2 UU Nomor I Tahun 2015. "Sesuai dengan Pasa1112 UU
Nomor I Tahun 20.5. in aka harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagai sanksi, " ujarnya dalam SIdang yang
dipimpin Ketua MK Anef Hidayattersebut

Selain Ahli. Pemohon juga menghadirkan saksi yang memberIkan keterangan mengenai adanya penambahan pemilih
yang lidak leadaftar of DPT. namun dapat memberIkan suara. Haltersebui seperti yang diungkapkan Dieh Saksi
Pemohon Joko Supardi. Ia menyampaikan ada perbedaan jumlah Iumlah pemilih pada form C, KWK dengan form DA-
A. "Ada perbedaan, d Cl tercantum 257 pemilih menjadi 286 pemilih. " terangnya

Saksi Feinohon yang lain. Amed Lehurliana, mengungkapkan adanya pembukaan koiak suara Dieh squmlah PPK
Terhadap daliltersebut. KPU Koia Salaiiga seiaku Termohon menghadirkan be berapa Drang saksi yang mein bantah
semua daiil Pemohon. MISalnya, Amin Nurbaedi yang merupakan Ketua PPK Kecamalan Tingkir. Ia meinbanlah
adanya pembukaan koiak suara unluk me inariipulasi suara. Menurulnya. usai menyerahkan hasilrekapilulasi ke KPU
Kota Salatiga. in mendapat panggilan kalena ada be be rapa kesalahan pada penulisan daia administrasi pemilih. "Ada
kesalahan Iulis of kolom yang keliru. in aka perlu pencermaian ulang Itu meinarig tidak me libatkan Panwaslih karena
11u hanya palemuan kecil dan revisi dilakukan chiingkal kabupaten. "tandasnya. (Lbg)
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